GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

—_

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015
Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



10.

11.

12.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya
disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah
selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyebarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Organisasi Perangkat Daerah.

Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

(1) Pemungutan LLPAD Yang Sah dilaksanakan secara tertib dan

akuntabel dengan memperhatikan asas kepastian hukum,
kepentingan umum, dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan masyarakat.

(2) LLPAD Yang Sah bertujuan untuk:

a. meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan
b. meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.
b.

objek dan subjek;
penerimaan dan penyetoran;



c. pertanggungjawaban; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 4
(1) Objek LLPAD Yang Sah terdiri atas:

a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfataan Barang Milik Daerah yang tidak
dipisahkan;

c. hasil kerja sama daerah;

d. jasa giro;

e. hasil pengelolaan dana bergulir;

f. pendapatan bunga;

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

h. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan
atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang
pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang
daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan
daerah;

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

j- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

k. pendapatan denda pajak;

l. pendapatan denda retribusi;

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n. pendapatan dari pengembalian;

o. pendapatan dari BLUD; dan

p. pendapatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Tata cara pemungutan objek dari LLPAD yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 5

Subjek LLPAD Yang Sah adalah orang pribadi dan/atau Badan
Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

BAB III
PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

(1) Segala penerimaan dari LLPAD Yang Sah dilakukan dengan
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penerimaan LLPAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan/atau


helmi
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Bendahara SKPKD pada masing-masing Perangkat Daerah dan
disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah.

(3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 1 x 24 jam.

Pasal 7
(1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang lengkap
dan sah.

BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Bendahara  Penerimaan pada  perangkat Daerah  wajib
mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB YV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan LLPAD Yang Sah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Kepala Badan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh kepala perangkat daerah terkait.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemberian bimbingan, konsultasi, dan supervise.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang
menjadi dasar diperolehnya hasil LLPAD Yang Sah dinyatakan
tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku kesepakatan
tersebut.

b. LLPAD Yang Sah yang selama ini telah diterima dan diakui
sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi



Daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPAD Yang Sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah
ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 November 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 07 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd
H. ISWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 11-352/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bifro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

A. UMUM

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) Yang Sah tidak kalah
penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerlukan
pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip
efisiensi dan efektifitas, Pengaturan dan pengelolaan LLPAD Yang Sah
dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna dimaksudkan sebagai salah
satu upaya untuk meningkatkan PAD.

Bahwa Raperda ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal
286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) yang mengamanatkan bahwa LLPAD Yang
Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan LLPAD Yang Sah dimaksudkan sebagai salah satu upaya
untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPAD Yang Sah. Sedangkan
tujuan pengaturan LLPAD Yang Sah adalah terwujudnya penerimaan
LLPAD Yang Sah secara tertib, efektif serta taat pada peraturan perundang-
undangan, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka LLPAD
Yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi, hasil
perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang LLPAD Yang Sah
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan harus disesuaikan agar
selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dalam
implementasinya belum optimal menggali sumber-sumber PAD dalam
rangka membiayai pembangunan daerah dan mewujudkan NTB Gemilang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf c
Yang dimaksud dengan Hasil kerja sama daerah adalah hasil
kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
Kabupaten/Kota, dengan Pihak Ketiga dan/atau dengan
pihak lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
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